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SASARAN SASARAN SASARAN

1. Sosialisasi yang terlaksana dalam 

rangka pencegahan kekerasan terhadap 

anak

1. Dokumen SPJ Sub Kegiatan Dinas 

tertandatangani Secara Akuntabel

1. Bukti SPJ Sub Kegiatan yang 

terverifikasi secara akuntabel

2. Laporan Kegiatan tersusun sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku

2. Administrasi Pengolahan dan Analisis 

Data Laporan keuangan yang tersusun 

secara sistematis

2. Laporan keuangan yang tersusun 

secara sistematis

3. Administrasi perbendaharaan 

keuangan yang tersusun secara 

sistematis

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR

1. Jumlah Sosialisasi yang 

diselenggarakan

1. Jumlah SPJ Sub Kegiatan yang 

Terkelola

1. Jumlah bukti pengeluaran anggaran 

yang terverifikasi

2.Jumlah Laporan Kegiatan tersusun 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Kas 

dan Belanja yang Tersusun

2. Jumlah laporan keuangan yang 

tersusun

3. Jumlah dokumen SPP yang 

diterbitkan
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SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN

1. Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah tersusun 

sesuai dengan ketentuan

1. Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor terpenuhi melalui 

pembelian komponen listrik

1. Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik Yang Akuntabel 

Terwujud Melalui Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik

1. Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

tersusun sesuai dengan 

ketentuan

2. Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

tersusun sesuai dengan 

ketentuan

2. Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

yang terpenuhi sesuai dengan 

ketentuan

2. Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik Yang Akuntabel 

Terlaksana nya Jasa Komunikas, 

Sumber daya Air dan Listrik

2.  Peralatan dan Mesin 

Lainnya terpenuhi melalui 

pembelian peralatan 

kelengkapan kantor

3. Pendidikan dan Pelatihan 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

terlaksana sesuai dengan 

ketentuan

3. Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik terpenuhi 

sesuai dengan ketentuan

3. Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik Yang Akuntabel 

Tersedia Melalui Penyediaan 

Snack Makan dan Minum Tamu

3.  Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor terpenuhi melalui 

pembelian komponen listrik

4. Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan tersedia 

sesuai dengan kebutuhan

4. Fasilitasi Kunjungan Tamu 

terpenuhi melalui penyediaan 

snack dan makan tamu DPPPA

4. Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik Yang Akuntabel 

Tersedia Bahan Logistik Kantor 

Melalui Belanja Alat Tulis Kantor 

Dan Belanja Bahan- Bahan Natura

4.  Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD terlaksana 

sesuai dengan tugas, pokok 

dan fungsi

5. Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD terlaksana 

sesuai dengan tugas, pokok dan 

fungsi

5. Barang Cetakan dan 

Penggandaan terpenuhi sesuai 

dengan kebutuhan

5. Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik Yang Akuntabel 

Tersedia Barang Cetakan dan 

Penggandaan Sesuai Kebutuhan

5.  Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah tersusun 

sesuai dengan ketentuan

6. Dukungan Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD terpenuhi 

sesuai dengan kebutuhan 

pembuatan aplikasi

6. Bahan Logistik Kantor 

terpenuhi melaui pembelian 

ATK dan bahan-bahan natura

6. Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik Yang Akuntabel 

Tersedia Mebel Untuk Keperluan 

UPTD Sesuai Kebutuhan

6. Pendidikan dan Pelatihan 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

terlaksana sesuai dengan 

ketentuan

7. Pengadaan Mebel tersedia 

sesuai dengan kebutuhan

7. Peralatan dan Mesin Lainnya 

terpenuhi melalui pembelian 

peralatan kelengkapan kantor

7. Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik Yang Akuntabel 

Tersedia Kendaraan Dinas 

Perorangan atau Kendaraan Dinas 

Jabatan Melalui Pembayaran 

Pajak, BBM dan Service 

Kendaraan

7.  Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-

Undangan tersedia sesuai 

dengan kebutuhan

8. Peralatan dan Mesin Lainnya 

terpelihara sesuai jumlahnya

8. Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan terpenuhi 

melalui pembayaran pajak, BBM 

dan service kendaraan

8. Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik Yang Akuntabel 

Tersedia Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Terpelihara Melalui Pembayaran 

Pajak, BBM dan Service 

Kendaraan

8.  Tugas Pokok dan Fungsi 

DPPPA Kota Bekasi meliputi 

urusan Tata Usaha Terlaksana 

dengan Baik

9. Tugas pokok dan fungsi DPPPA 

Kota Bekasi meliputi urusan 

Perencanaan terlaksana dengan 

baik

9. Kendaraan Dinas Perorangan 

atau Kendaraan Dinas Jabatan 

terpenuhi melalui pembayaran 

pajak, BBM dan service 

kendaraan

9. Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik Yang Akuntabel 

Tersedia Peralatan dan Mesin 

Lainnya Melalui Pembelian 

Peralatan Kelengkapan Kantor

9.  Tugas Pokok dan Fungsi 

DPPPA Kota Bekasi meliputi 

urusan Tata Usaha Terlaksana 

dengan Baik

10. Laporan Tugas Pokok dan 

Fungsi DPPPA Kota Bekasi 

terpenuhi meliputi urusan Tata 

Usaha sesuai dengan 

pelaksanaan tugas rutin

10. Tugas dan Fungsi DPPPA Kota 

Bekasi Meliputi Urusan Tata 

Usaha Terlaksana Laporan Tugas 

Pokok dan Fungsi DPPPA Kota 

Bekasi Meliputi Urusan Tata 

Usaha Sesuai Dengan 

Pelaksanaan Tugas Rutin

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR

1. Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah yang disusun 

sesuai dengan ketentuan

1. Jumlah Paket Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang dipenuhi

1. Jumlah Dukungan Pelaksanaan 

Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD melalui 

pembuatan aplikasi

1. Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD yang disusun 

sesuai dengan ketentuan

2. Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD disusun 

sesuai dengan ketentuan

2. Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

2. Jumlah Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

tersedia sesuai dengan 

ketentuan

2. Jumlah Unit Peralatan dan 

Mesin Lainnya disediakan  

sesuai kebutuhan

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan 

dilaksanakan sesuai dengan 

aturan

3. Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang dipenuhi

3. Jumlah Fasilitasi Kunjungan 

Tamu tersedia melalui 

penyediaan snack dan makan 

tamu DPPPA

3.Jumlah Paket Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor disedia 

sesuai Kebutuhan

4. Jumlah Dokumen Bahan 

Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan yang Disediakan 

dipenuhi sesuai dengan 

kebutuhan

4.Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu

4. Jumlah Bahan Logistik Kantor 

tersedia melaui pembelian ATK 

dan bahan-bahan natura

4. Jumlah Laporan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD diselenggara aesuai 

Tugas, Pokok dan Fungsi

5. Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

dilaksanakan sesuai dengan 

tugas, pokok daan fungsi

5. Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan yang 

dipenuhi

5. Jumlah Barang Cetakan dan 

Penggandaan tersedia sesuai 

dengan kebutuhan

5. Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah yang disusun sesuai 

dengan ketentuan

6. Jumlah Dokumen Dukungan 

Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD dipenuhi 

sesuai kebutuhan pembuatan 

aplikasi

6. Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang dipenuhi

6. Jumlah Mebel untuk keperluan 

UPTD tersedia sesuai dengan 

kebutuhan

6. Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

yang Mengikuti Pendidikan 

dan Pelatihan dilaksanakan 

sesuai dengan aturan

7.Jumlah Mebel pengadaan yang 

disedia

7. Jumlah Unit Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang dipenuhi

7. Jumlah Kendaraan Dinas 

Perorangan atau Kendaraan Dinas 

Jabatan terpelihara melalui 

pembayaran pajak, BBM dan 

service kendaraan

7. Jumlah Dokumen Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan disedia 

sesuai dengan Kebutuhan

8. Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang dipelihara

8. Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

dipelihara dan dibayarkan pajak 

dan perizinannya

8. Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

terpelihara melalui pembayaran 

pajak, BBM dan service 

kendaraan

8. Jumlah Laporan Berita Acara 

Rekonsiliasi Aset dan 

Pendataan Barang/Jasa yang 

diselenggara secara optimal

9. Jumlah laporan urusan yang 

secara optimal dilaksanakan 

dengan baik

9. Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang 

dipelihara atau dibayarkan 

pajak dan perizinannya

9. Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya tersedia melalui 

pembelian peralatan 

kelengkapan kantor

9. Jumlah Dokumen Berita 

Acara Serah Terima Belanja 

Barang/Jasa yang diselenggara 

secara optimal

10. Jumlah laporan urusan yang 

terpenuhi secara optimal

10. Jumlah Laporan Tugas Pokok 

dan Fungsi DPPPA Kota Bekasi 

meliputi urusan Tata Usaha 

sesuai dengan pelaksanaan tugas 

rutin
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9. Jumlah Profil Layak Anak

10. Jumlah Lomba Ramah Anak

11. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis 

Konvensi Hak Anak

12. Jumlah Peserta Peringatan Hari Anak 

Nasional Tingkat Kota Bekasi

13. Jumlah Rapat Rutin Pengurus Forum 

Anak Kota Bekasi

14. Jumlah Peserta Forum Anak Goes To 

School (FGTS)

4. Jumlah Sumber Daya Lembaga 

Penyedia Layanan Pemberdayaan 

Perempuan Kewenangan 

Kabupaten/Kota yang emnapat 

Peningkatan Kapasitas

5. Jumlah Dokumen Komunikasi 

Informasi dan Edukasi (KIE) 

Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota yang 

tersedia

4. Sarana Pendukung dan Biaya Operasional Tempat 

Penitipan Anak Terpenuhi sesuai rencana

5. Sosialisasi Sekolah Ramah Anak Terlaksana sesuai 

jadwal yang ditentukan

6. Sarana Pendukung Sekolah Ramah Anak Terpenuhi 

sesuai rencana

7. Sosialisasi Kota Layak Anak Terlaksana sesuai 

jadwal yang ditentukan

8. Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi 

Terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan

9. Profil Layak Anak Tahun 2025 Tersusun sesuai data 

yang ada

3. Jumlah Laporan urusan yang 

terlaksana secara optimal

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

1.  Terwujudnya Peningkatan  Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

2. Terselenggaranya tugas pokok dan fungsi DPPPA Kota Bekasi pada urusan PUG

1. Terwujudnya Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak 

2. Terwujudnya Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

3. Terselenggaranya edukasi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan

4. Terselenggaranya edukasi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak

5. Terselenggaranya Tugas Pokok dan Fungsi DPPPA Kota Bekasi meliputi urusan PPKPA

10. Jumlah Lomba Ramah Anak

11. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Konvensi Hak 

Anak

12. Jumlah Peserta Peringatan Hari Anak Nasional 

Tingkat Kota Bekasi

13. Jumlah Rapat Rutin Pengurus Forum Anak Kota 

Bekasi

14. Jumlah Peserta Forum Anak Goes To School 

(FGTS)

15. Jumlah Event Jambore Pengurus Forum Anak 

Kota Bekasi

16. Jumlah Laporan urusan yang terselenggara secara 

optimal

2. Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran

1. Jumlah Organisasi Masyarakat yang 

mendapat Advokasi dan 

pendampingan Kebijakan 

Peningkatan Partisipasi Perempuan di 

Bidang Politik, Hukum, Sosial dan 

Ekonomi Kewenangan 

1. Jumlah Perangkat Daerah yang 

mendapat Advokasi Kebijakan dan 

Pendampingan Pelaksanaan PUG 

termasuk PPRG Kewenangan 

Kabupaten/Kota

1. Rasio kekerasan terhadap perempuan dan 

TPPO

1. Jumlah Rakor Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak 

Tingkat Kota Bekasi

1. Jumlah Sekolah Ramah Anak yang diberikan 

sosialisasi

1. Jumlah laporan keuangan yang 

tersusun

2. Jumlah Sumber Daya 

Lembaga Penyedia Layanan 

Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

yang emnapat Peningkatan 

Kapasitas

2. Jumlah Laporan urusan yang 

terlaksana secara optimal

Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak

1. Terwujudnya Peningkatan Pemenuhan 5 Kluster Kota Layak Anak

2. Terselenggaranya tugas pokok dan fungsi DPPPA Kota Bekasi pada urusan PHA

1. Persentase pemenuhan Hak anak dalam 5 Kluster

2. Jumlah Laporan urusan yang terselenggara secara optimal

3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Akuntabel

4. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Akuntabel

5. Tersusunnya Laporan Keuangan

2. Persentase anak korban kekerasan yang 

ditangani

2. Jumlah Rakor Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak 

Tingkat Provinsi

2. Jumlah Peserta Kegiatan Peringatan HAN 

Tingkat Kota Bekasi

2.1.  Jumlah Laporan Penyediaan 

Gaji dan Tunjangan yang 

disediakan

3. Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi terselenggara melalui pengiriman peserta ke penyelenggara diklat

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR
INDIKATOR INDIKATOR

INDIKATOR

3. Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang PUG PPKK terlaksana 

secara optimal

3. Tugas Pokok dan Fungsi 

Bidang PUG PPKK terlaksana 

secara optimal

3. Laporan Tugas Pokok dan Fungsi UPTD PPA 

tersusun sesuai ketentuan yang berlaku

12. Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota 

Bekasi Terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan

10. Lomba Ramah Anak Terlaksana sesuai jadwal 

yang ditentukan

11. Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak Terlaksana 

sesuai jadwal yang ditentukan

2. Jumlah Laporan urusan yang terselenggara secara optimal

1. Rakor Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Tingkat 

Kota Bekasi Terlaksana sesuai jadwal yang 

ditentukan

1. Sosialisasi sekolah ramah anak Terlaksana 

sesuai jadwal yang ditentukan

1. Rakor Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak 

Tingkat Kota Bekasi Terlaksana sesuai 

jadwal yang ditentukan.

3. Event Verifikasi Kota Layak Anak Tingkat Nasional 

Terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan

3. Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat 

Provinsi Terlaksana sesuai jadwal yang 

ditentukan

3. Event Verifikasi Kota Layak Anak Tingkat 

Nasional Terlaksana sesuai Jadwal yang 

ditentukan

1. Lembaga Penyedia Layanan 

Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Teradvokasi melalui Kegiatan 

PKK, Posyandu, PUSPAGA dan 

2. Peningkatan Kapasitas 

Lembaga Penyedia Layanan 

Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

1. Peningkatan kualitas hidup dan 

peran perempuan dalam berbagai 

bidang pembangunan terpenuhinya 

melalui Organisasi Wanita

2. Tugas pokok dan fungsi DPPPA Kota 

Bekasi pada urusan PUG PP dan KK 

terselenggara secara optimal

1. Peningkatan kualitas hidup 

dan peran perempuan dalam 

berbagai bidang pembangunan 

Terpenuhinya melalui PPRG 

dan APE

2. Pengembangan Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE) 

Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

1. Sosialisasi pencegahan kekerasan 

terhadap perempuan terlaksana sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku

2. Surat Masuk, Surat Keluar dan Surat 

Perintah pada Bidang PPKPA tersedia 

sesuai ketentuan yang berlaku

1. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 

tertangani melalui pendampingan

2. Kasus Kekerasan terhadap Anak tertangani 

melalui pendampingan

3. Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan

4. Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak

5. Jumlah laporan urusan pada Bidang PPKPA

1. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai dengan ketentuan 1. Laporan keuangan yang tersusun 

secara sistematis

2. Rakor Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Tingkat 

Provinsi Terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan

2. Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota 

Bekasi Terlaksana sesuai jadwal yang 

ditentukan

2. Rakor Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak 

Tingkat Provinsi Terlaksana sesuai Jadwal 

yang ditentukan

2. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan 2. Peningkatan kualitas pelayanan 

publik yang terwujud secara 

akuntabel

SASARAN SASARAN
SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN

SASARAN
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Fungsional Analis Kebijakan 

Ahli Muda

Fungsional Analis Kebijakan Ahli 

Muda
Pengelola Layanan Operasional Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Pengelola Layanan Operasional Pengelola Layanan Operasional Kasubag Tata Usaha Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Plt. KEPALA UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

DAN ANAK

Fungsional Analis Kebijakan 

Ahli Muda

NENENG HUSNUL

1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)

PROGRAM PROGRAM

Program Pemenuhan Hak Anak

PROGRAM

1. Program Perlindungan Perempuan

2. Program Perlindungan Khusus Anak

INDIKATOR

1. Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

2. Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak

SASARAN
SASARAN 

Dra. MIEN AMINAH, M.Si

SASARAN

INDIKATOR INDIKATOR 

1. Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO

KEPALA BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK

2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Nilai Kota Layak Anak

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

RADEN RARA SRI SETIANINGRUM, S.Sos SIKAP RISTA, M.A.

1.  Indeks Pembangunan Gender (IPG)

2. Predikat Kota Layak Anak

1. Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI

TAHUN 2025

KEPALA DINAS

drh. SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI, MM

Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat

1. Jumlah Perangkat Daerah 

yang mendapat Advokasi 

Kebijakan dan Pendampingan 

Pelaksanaan PUG termasuk 

PPRG Kewenangan 

Kabupaten/Kota

INDIKATOR

1. Peningkatan kualitas hidup dan 

peran perempuan dalam berbagai 

bidang pembangunan Terpenuhi 

melalui Kegiatan PPRG dan APE

2. Peningkatan kualitas hidup dan 

peran perempuan dalam berbagai 

bidang pembangunan terpenuhi 

melalui Kegiatan Organisasi Wanita

3. Lembaga Penyedia Layanan 

Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Terpenuhinya melalui Kegiatan PKK, 

Posyandu, PUSPAGA dan Forum 

PUSPA

2. Jumlah Dokumen Komunikasi 

Informasi dan Edukasi (KIE) 

Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

yang tersedia

3.  Jumlah Laporan urusan yang 

terselenggara secara optimal

4. Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Penyedia Layanan Pemberdayaan 

Perempuan Kewenangan 

Kabupaten/Kota Terselenggara 

melalui Kegiatan P2WKSS, PEKKA dan 

Sekolah Perempuan

5. Pengembangan Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE) 

Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

Terpenuhinya Data Pilah Gender dan 

Profile Perempuan

6. Tugas pokok dan fungsi DPPPA Kota 

Bekasi pada urusan PUG PP dan KK

2. Jumlah Organisasi Masyarakat yang 

mendapat Advokasi dan 

pendampingan Kebijakan 

Peningkatan Partisipasi Perempuan di 

Bidang Politik, Hukum, Sosial dan 

Ekonomi Kewenangan 

Kabupaten/Kota

3. Jumlah Lembaga Penyedia Layanan 

Pemberdayaan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota yang 

mendapat Advokasi dan 

Pendampingan

6. Jumlah Laporan urusan yang 

terselenggara secara optimal
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SASARAN

MAYA YUROSA, S.Psi, M.Sc

Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda

SASARAN

Penata Layanan Operasional

1. Koordinasi Penanganan Kasus Kekerasan 

terhadap Anak Terlaksana sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku

2. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan 

terhadap Anak Terlaksana sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku

3. Laporan Penanganan Kasus Kekerasan 

terhadap Perempuan Tersusun sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku

INDIKATOR INDIKATOR

1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 

Penanganan Kasus Kekerasan terhadap 

Anak

1. Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan 

kekerasan terhadap perempuan Target 

Tahunan

2. Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pencegahan 

Kekerasan terhadap Anak

2. Jumlah surat

3.Jumlah Laporan Penanganan Kasus 

Kekerasan terhadap Perempuan

SASARAN

1.  Jumlah Lembaga Penyedia 

Layanan Pemberdayaan 

Perempuan Kewenangan 

Kabupaten/Kota yang 

mendapat Advokasi dan 

Pendampingan

4. Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak 

Terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan

5. Kegiatan Jambore Forum Anak Kota Bekasi 

Terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan

6. Rapat Rutin Pengurus Forum Anak Kota 

Bekasi Terlaksana sesuai jadwal yang 

ditentukan

7. Kegiatan Pengurus Forum Anak Kota Bekasi 

(Forum Anak Goes To School) Terlaksana 

sesuai jadwal yang ditentukan

8. Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Kota 

Layak Anak Tingkat Kota Terlaksana sesuai 

jadwal yang ditentukan

9. Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Kota 

Layak Anak Tingkat Provinsi Terlaksana sesuai 

jadwal yang ditentukan

10. Event Verifikasi Kota Layak Anak Tingkat 

Nasional Terlaksana sesuai jadwal yang 

ditentukan

11. Sosialisasi Kota Layak Anak Terlaksana 

sesuai jadwal yang ditentukan

12. Profil Layak Anak Tahun 2025 Tersusun 

sesuai data yang ada

13. Rapat Rutin Pengurus Forum Anak Kota Bekasi 

Terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan

13. Lomba Ramah Anak Terlaksana sesuai 

jadwal yang ditentukan

4. Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis 

Konvensi Hak Anak

8. Jumlah Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas 

Kota Layak Anak Tingkat Kota

11. Jumlah Peserta Sosialisasi Kota Layak Anak

10. Jumlah Event Verifikasi Kota Layak Anak 

Tingkat Nasional

9. Jumlah Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas 

Kota Layak Anak Tingkat Provinsi

14. Forum Anak Goes To School (FGTS) Terlaksana 

sesuai jadwal yang ditentukan

15. Jambore Pengurus Forum Anak Kota Bekasi 

Terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan

16. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemenuhan Hak 

Anak Terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku

5. Jumlah Sekolah Ramah Anak

6. Jumlah Sarana Pendukung Sekolah Ramah Anak

7. Jumlah Peserta Sosialisasi Kota Layak Anak

4. Jumlah Sarana Pendukung dan Biaya Operasional 

Tempat Penitipan Anak

8. Jumlah Peserta Peringatan Hari Anak Nasional 

Tingkat Provinsi

9. Jumlah Profil Layak Anak

3. Jumlah Event Verifikasi Kota Layak Anak Tingkat 

Nasional

3. Jumlah Peserta Kegiatan Peringatan HAN 

Tingkat Provinsi

5. Terlaksananya Kegiatan Jambore Forum 

Anak Kota Bekasi

6. Jumlah Rapat Rutin Pengurus Forum Anak 

Kota Bekasi

7. Jumlah Peserta Kegiatan Pengurus Forum 

Anak Kota Bekasi (Forum Anak Goes To 

School)

1. Jumlah Rakor Tim Gugus Tugas Kota Layak 

Anak Tingkat Kota Bekasi

2. Jumlah Rakor Tim Gugus Tugas Kota Layak 

Anak Tingkat Provinsi

3. Jumlah Event Verifikasi Kota Layak Anak 

Tingkat Nasional

4. Jumlah Sarana Pendukung dan Biaya 

Operasional Tempat Penitipan Anak

5. Jumlah Sekolah Ramah Anak

6. Jumlah Peserta Peringatan Hari Anak 

Nasional Tingkat Provinsi

15. Jumlah Event Jambore Pengurus Forum 

Anak Kota Bekasi

16. Jumlah Laporan urusan yang 

terselenggara secara optimal

12. Jumlah Profil Layak Anak Tahun 2025

13. Jumlah Lomba Ramah Anak

14. Jumlah Laporan urusan yang terselenggara 

secara optimal

7. Jumlah Peserta Sosialisasi Kota Layak 

Anak

8. Jumlah Peserta Sosialisasi Kota Layak 

Anak

6. Sarana Pendukung Sekolah Ramah Anak 

Terpenuhi sesuai Rencana

7. Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat 

Provinsi Terlaksana sesuai Jadwal

8. Sosialisasi Kota Layak Anak Terlaksana 

sesuai Jadwal yang ditentukan

9. Profil Layak Anak Tahun 2025 Tersusun 

sesuai Data yang ada

10. Lomba Ramah Anak Terlaksana sesuai 

Jadwal yang ditetapkan

11. Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak 

Terlaksana sesuai Jadwal yang ditetapkan

12. Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat 

Kota Bekasi Terlaksana sesuai Jadwal yang 

ditetapkan

14. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang 

Pemenuhan Hak Anak Terlaksana sesuai 

ketentuan yang berlaku

13. Rapat Rutin Pengurus Forum Anak Kota 

Bekasi terlaksana sesuai jadwal yang 

ditetapkan

14. Forum Anak Goes To School (FGTS) 

terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan

15. Jambore Pengurus Forum Anak Kota 

Bekasi Terlaksana sesuai Jadwal yang 

ditetapkan

16. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang 

Pemenuhan Hak Anak terlaksana sesuai 

ketentuan yang berlaku

TUJUAN 

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

INDIKATOR

Nilai AKIP

SASARAN 

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel

Terselenggaranya Tugas Pokok dan Fungsi DPPPA Kota Bekasi meliputi urusan Kesekretariatan, PUG PPKK, PPKPA dan PHA

Meningkatnya Pengelolaan Anggaran DPPPA Kota Bekasi secara akuntabel

INDIKATOR 

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Jumlah Laporan urusan yang terselenggara secara optimal

Kinerja Pelaksanaan Anggaran

SEKRETARIS

Dra. MERI SONIATI S

SASARAN

1. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Publik

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Akuntabel

4. Sarana Pendukung dan Biaya Operasional 

Tempat Penitipan Anak Terpenuhi sesuai 

Rencana

5. Sosialisasi Sekolah Ramah Anak 

Terlaksana sesuai Jadwal

6. Terverifikasinya SPJ Sub Kegiatan Dinas

7. Terselenggaranya Tugas Pokok dan Fungsi DPPPA Kota Bekasi meliputi urusan Kesekretariatan

8. Terverifikasinya SPP Kegiatan Sekretariat dan Bidang PHA, PUG PPKK dan PPKPA

9. Tersedianya SPM Kegiatan Sekretariat dan Bidang PHA, PUG PPKK dan PPKPA

10. Terpenuhinya Pengolahan dan Analisis Data Laporan keuangan

PROGRAM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 

INDIKATOR 
1. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia melalui pembelian komponen listrik

10. Bahan Logistik Kantor tersedia melaui pembelian ATK dan bahan-bahan natura

2. Optimalisasi pelayanan Adimistrasi Perkantoran

3. Optimaslisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan

6. Jumlah SPJ Sub Kegiatan yang Terverifikasi

7. Jumlah laporan urusan yang terselenggara secara optimal

8. Jumlah SPP Sub Kegiatan yang Terverifikasi

9. Jumlah SPM yang akan diajukan

10. Jumlah Laporan / Kegiatan Pengolahan dan Analisis Data Laporan Keuangan
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11. Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia sesuai dengan kebutuhan

12. Mebel untuk keperluan UPTD tersedia sesuai dengan kebutuhan

13. Peralatan dan Mesin Lainnya tersedia melalui pembelian peralatan kelengkapan kantor

14. Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara melalui pembayaran pajak, BBM dan service kendaraan

15. Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara melalui pembayaran pajak, BBM dan service kendaraan

16. Peralatan dan Mesin Kantor terpelihara melalui service peralatan dan perlengkapan kantor

4. Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terselenggara melalui perjalanan dinas

5. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD melalui pembuatan aplikasi

6. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan tersedia melalui langganan majalah dan surat kabar

7. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersedia sesuai dengan ketentuan

Organisasi

8. Fasilitasi Kunjungan Tamu tersedia melalui penyediaan snack dan makan tamu DPPPA

9. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

10. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan

11. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan

12.  Jumlah mebel yang disediakan

13. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan

14. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara atau dibayarkan pajak dan perizinannya

15. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya

16. Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara

17. Jumlah laporan urusan Tata Usaha yang terselenggara secara optimal

17. Laporan Tugas Pokok dan Fungsi DPPPA Kota Bekasi meliputi urusan Tata Usaha sesuai dengan pelaksanaan tugas rutin

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

4. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan

7. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan

8. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

2.3. Jumlah Laporan Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD yang Disediakan

2.2. Jumlah Laporan Penyediaan 

Pelayanan Umum Kantor yang 

disediakan


